Menimbang:

Mengingat:

BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

a.

1.

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/
Bupati /Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan
bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah
disepakati Pemerintah Daerah Bersama DPRD pada tanggal
13 bulan September tahun 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana
Perimbangan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi Sulawesi Barat;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);



Menetapkan:

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik;

23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 52);

25. Peraturan Bupati Majene Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene
Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024
Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJENE
dan
BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan
pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran
2025 Dberjumlah Rp. 967.176.533.791,00,- terdiri atas
pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah
dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah Rp. 967.176.533.791,00-
b. Belanja Daerah Rp. 966.676.533.791,00-
Defisit/Surplus Rp. 500.000.000,00,-

c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Rp. 0,00,-
2. Pengeluaran Rp. 500.000.000,00,-
Pembiayaan Netto Rp. (500.000.000.00.-)

Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00,-



Pasal 2

Pendapatan daerah direncanakan sebesar
Rp. 967.176.533.791,00,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh
Milliar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh
Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang
bersumber dari:

a. Pendapatan asli Daerah (PAD);

b. Pendapatan transfer; dan

Pasal 3

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2  huruf a direncanakan sebesar
Rp. 110.832.887.617,00,- (Seratus Sepuluh Milliar Delapan
Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh
Tuwjuh Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah), yang terdiri
atas:

a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
dan

d. Lain-lain PAD yang Sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 24.265.613.570,00,- (Dua Puluh
Empat Milliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus
Tiga Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp. 80.643.965.966,00,- (Delapan
Puluh Milliar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan
Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh
Enam Rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp. 3.333.308.081,00,- (Tiga Milliar Tiga Ratus Tiga
Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Delapan Puluh Satu
Rupiah).

(5) Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.590.000.000,00
(Dua Milliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)

Pasal 4

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b direncanakan sebesar Rp. 856.343.646.174,00,-
(Delapan Ratus Lima Puluh Enam Milliar Tiga Ratus Empat
Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus
Tujuh Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp. 835.419.343.000,00,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Lima
Milliar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Empat
Puluh Tiga Ribu Rupiah).



(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp. 20.924.303.174,00,- (Dua Puluh Milliar Sembilan Ratus
Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Seratus Tujuh
Puluh Empat Rupiah).

Pasal 5

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan
sebesar Rp. 966.676.533.791,00,- (Sembilan Ratus Enam Puluh
Enam Milliar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus
Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah),
yang terdiri atas:

a.
b.
c.
d.

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

Belanja operasional;
Belanja modal;

Belanja tidak terduga; dan
Belanja transfer.

Pasal 6

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar
Rp. 731.843.715.958,66,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu
Milliar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus
Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah
Koma Enam Puluh Enam Sen), yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa;

c. Belanja hibah; dan

d. Belanja bantuan sosial.

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 476.334.538.403,00,-
(Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Milliar Tiga Ratus Tiga Puluh
Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus
Tiga Rupiah)

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp. 245.317.023.037,66,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima
Milliar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Dua Puluh Tiga Ribu Tiga
Puluh Tujuh Rupiah Koma Enam Puluh Enam Sen).

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp. 10.128.794.518,00,- (Sepuluh
Milliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan
Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah).

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 63.360.000,00,-
(Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal S huruf b direncanakan sebesar
Rp. 119.799.959.375,34,- (Seratus Sembilan Belas Milliar
Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus
Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Twjuh Puluh Lima
Rupiah Koma Tiga Puluh Empat Sen), yang terdiri atas:



(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

Belanja Modal Tanabh;

Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
Belanja Modal Aset Lainnya.

O Q0 TP

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.204.071.070,00,- (Satu
Milliar Dua Ratus Empat Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh
Puluh Rupiah).

Belanja Modal peralatan dan Mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.
36.509.533.328,34,- (Tiga Puluh Enam Milliar Lima Ratus
Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus
Dua Puluh Delapan Rupiah Koma Tiga Puluh Empat Sen).

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.
25.279.601.787,00,- (Dua Puluh Lima Milliar Dua Ratus
Twjuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Satu Ribu Tujuh
Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp. 56.297.928.190,00,- (Lima Puluh Enam Milliar
Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua
Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah).

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.
468.825.000,00,- (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta
Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,00,-
(Empat Puluh Juta Rupiah).

Pasal 8

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.260.000.000,- (Tiga
Milliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).

(1)

(2)

Pasal 9

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar
Rp. 111.772.858.457,00 (Seratus Sebelas Milliar Tujuh Ratus
Tuwjuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan
Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri
atas:

a. Belanja bagi hasil; dan

b. Belanja bantuan keuangan.

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.696.704.257,00,- (Dua
Milliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus
Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).



(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp. 109.076.154.200,00 (Seratus Sembilan Milliar Tujuh
Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus
Rupiah).

Pasal 10

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025
direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta
Rupiah), yang terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 11

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00,- (Nol
Rupiah), yang terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya;
b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;

Pasal 12

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar
Rp. 500.000.000,00,- (Lima Ratus Juta Rupiah). yang terdiri
atas:

a. Penyertaan modal daerah;

(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00,-
(Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 13

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan
anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya Surplus
sebesar Rp. 500.000.000,00,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan
direncanakan sebesar (500.000.000,00,-) (Lima Ratus Juta
Rupiah).

Pasal 14

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi
pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang
selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran
pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Majene tahun
anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara
terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala
daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.



(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

(3)

a.

b.

Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial
dan/atau kejadian luar biasa;

Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
dan/atau

. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu

kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a.

Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran berjalan;

. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja

yang bersifat wajib;

. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali

Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah Kabupaten Majene ini terdiri dari:

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan
Beserta Keluaran;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD
dengan Rancangan APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
Sikronisasi Program  Prioritas Nasional
dengan Program Prioritas Daerah;
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Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;
Lampiran XI  : Daftar Piutang Daerah;
Pasal 16

Bupati Majene menetapkan peraturan Bupati Majene tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 17
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati Majene dengan
penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Majene
=5 A =bada tanggal 31 Desember 2024

\ZaTeEH/AC KRI

Diundangkan di Majene
——pada tanggal 31 Desember 2024

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024 NOMOR 5.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE PROVINSI
SULAWESI BARAT : 34 TAHUN 2024



Lampiran | : Peraturan Daerah
Nomor : 05 Tahun 2024
Tanggal : 31 Desember 2024

KABUPATEN MAJENE
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 110.832.887.617,00
4.1.01 Pajak Daerah 24.265.613.570,00
4.1.02 Retribusi Daerah 80.643.965.966,00
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.333.308.081,00
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 2.590.000.000,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 856.343.646.174,00
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 835.419.343.000,00
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 20.924.303.174,00
Jumlah Pendapatan 967.176.533.791,00
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 731.843.715.958,66
5.1.01 Belanja Pegawai 476.334.538.403,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.317.023.037,66
5.1.05 Belanja Hibah 10.128.794.518,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 63.360.000,00
5.2 BELANJA MODAL 119.799.959.375,34
5.2.01 Belanja Modal Tanah 1.204.071.070,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.509.533.328,34
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 25.279.601.787,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 56.297.928.190,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 468.825.000,00
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 40.000.000,00
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 3.260.000.000,00
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 3.260.000.000,00
5.4 BELANJA TRANSFER 111.772.858.457,00
5.4.01 Belanja Bagi Hasil 2.696.704.257,00
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 109.076.154.200,00
Jumlah Belanja 966.676.533.791,00
Total Surplus/(Defisit) 500.000.000,00
6 PEMBIAYAAN DAERAH
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KODE URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 500.000.000,00

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 500.000.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 500.000.000,00
Pembiayaan Netto -500.000.000,00

6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00
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REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN

KABUPATEN MAJENE

Lampiran V :

Peraturan Daerah
Nomor : 05 Tahun 2024
Tanggal : 31 Desember 2024

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Kelompok Belanja

Kode Uraian Jumlah
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer

1 PELAYANAN UMUM

1 011 01 | Pendidikan 282.385.899.221,00 0,00 0,00 0,00 282.385.899.221,00
1 011 02 | Kesehatan 136.362.642.119,66 4.401.066.062,34 0,00 0,00 140.763.708.182,00
1 011 03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5.405.442.396,00 0,00 0,00 0,00 5.405.442.396,00
1 01 |1 04 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2.727.368.106,00 0,00 0,00 0,00 2.727.368.106,00
1 |o1|1 |os ﬁgﬁ;‘ﬁﬁgﬁ”hﬁ:&ggﬁgba” Umum serta 10.024.238.352,00 0,00 0,00 0,00 10.024.238.352,00
1 |01]|1 |06 | Sosial 1.420.569.818,00 23.469.750,00 0,00 0,00 1.444.039.568,00
1 |01 |2 |07 | TenagaKerja 2.896.974.054,00 0,00 0,00 0,00 2.896.974.054,00
1 01 |2 08 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.680.328.135,00 5.610.000,00 0,00 0,00 1.685.938.135,00
1 (01 ]2 |09 | Pangan 1.596.339.304,00 0,00 0,00 0,00 1.596.339.304,00
1 01 |2 11 | Lingkungan Hidup 4.152.229.204,00 0,00 0,00 0,00 4.152.229.204,00
1 (012 12 | Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3.751.707.612,00 44.300.000,00 0,00 0,00 3.796.007.612,00
1 |01]2 13 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3.299.023.822,00 16.209.000,00 0,00 0,00 3.315.232.822,00
1 |01]2 14 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3.267.559.047,00 0,00 0,00 0,00 3.267.559.047,00
1 |01]2 15 | Perhubungan 3.823.437.287,00 0,00 0,00 0,00 3.823.437.287,00
1 |01]2 16 | Komunikasi dan Informatika 2.077.544.500,00 41.825.000,00 0,00 0,00 2.119.369.500,00
1 01 |2 17 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3.225.787.832,00 64.110.000,00 0,00 0,00 3.289.897.832,00
1 |01]2 18 | Penanaman Modal 2.275.317.010,00 0,00 0,00 0,00 2.275.317.010,00
1 |01]|2 |20 | Statistik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |01]|2 |22 | Kebudayaan 3.878.167.858,00 0,00 0,00 0,00 3.878.167.858,00
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Kelompok Belanja

Kode Uraian Jumlah
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer

1 01 |2 23 | Perpustakaan 2.463.641.762,00 0,00 0,00 0,00 2.463.641.762,00
1 01 |2 24 | Kearsipan 6.334.500,00 0,00 0,00 0,00 6.334.500,00
1 013 25 | Kelautan dan Perikanan 2.728.203.015,00 0,00 0,00 0,00 2.728.203.015,00
1 013 27 | Pertanian 11.409.270.874,00 4.080.000,00 0,00 0,00 11.413.350.874,00
1 01| 4 01 | Sekretariat Daerah 24.186.795.153,00 1.307.027.340,00 0,00 0,00 25.493.822.493,00
1 01 |4 02 | Sekretariat DPRD 18.878.632.950,00 114.700.000,00 0,00 0,00 18.993.332.950,00
1 01 |5 01 | Perencanaan 3.962.852.847,00 30.850.000,00 0,00 0,00 3.993.702.847,00
1 01 |5 02 | Keuangan 13.293.964.651,00 90.881.500,00 3.260.000.000,00 111.772.858.457,00 128.417.704.608,00
1 01 |5 03 | Kepegawaian 5.578.090.486,00 0,00 0,00 0,00 5.578.090.486,00
1 01 |5 04 | Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 01 |5 05 | Penelitian dan Pengembangan 1.350.677.305,00 34.224.000,00 0,00 0,00 1.384.901.305,00
1 01 |6 01 | Inspektorat 7.070.384.212,00 20.175.000,00 0,00 0,00 7.090.559.212,00
1 01 |7 01 | Kecamatan 31.415.983.014,00 276.286.764,00 0,00 0,00 31.692.269.778,00
1 018 01 | Kesatuan Bangsa dan Politik 3.677.540.643,00 39.285.000,00 0,00 0,00 3.716.825.643,00
2 KETERTIBAN DAN KEAMANAN

2 |03 |1 |o5 gztrﬁggirﬁé"ai”hﬁ;‘;‘yggﬁgba“ Umum serta 1.472.515.420,00 779.000.000,00 0,00 0,00 2.251.515.420,00
2 03 |1 06 | Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 EKONOMI

3 04 |1 03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 17.312.534.255,00 54.240.678.434,00 0,00 0,00 71.553.212.689,00
3 04 | 2 07 | Tenaga Kerja 670.331.000,00 4.900.000,00 0,00 0,00 675.231.000,00
3 04 | 2 09 | Pangan 423.097.260,00 0,00 0,00 0,00 423.097.260,00
3 04 | 2 15 | Perhubungan 46.712.500,00 0,00 0,00 0,00 46.712.500,00
3 04 | 2 16 | Komunikasi dan Informatika 1.615.115.712,00 0,00 0,00 0,00 1.615.115.712,00
3 04 |2 17 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 911.526.180,00 0,00 0,00 0,00 911.526.180,00
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Kelompok Belanja

Kode Uraian Jumlah
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer

3 04 | 2 18 | Penanaman Modal 79.994.000,00 0,00 0,00 0,00 79.994.000,00
3 04 | 2 21 | Persandian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 04 |3 25 | Kelautan dan Perikanan 4.346.167.815,00 23.435.000,00 0,00 0,00 4.369.602.815,00
3 04 |3 27 | Pertanian 1.564.443.028,00 0,00 0,00 0,00 1.564.443.028,00
3 04 |3 30 | Perdagangan 432.913.000,00 0,00 0,00 0,00 432.913.000,00
3 04 |3 31 | Perindustrian 21.965.000,00 3.950.000,00 0,00 0,00 25.915.000,00
4 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP
4 05 |1 03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 14.207.092.878,00 2.100.764.261,00 0,00 0,00 16.307.857.139,00
4 05 |2 10 | Pertanahan 2.167.910.679,00 1.204.071.070,00 0,00 0,00 3.371.981.749,00
4 05 |2 11 | Lingkungan Hidup 2.221.926.732,00 177.795.848,00 0,00 0,00 2.399.722.580,00
5 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
5 06 |1 03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 9.208.278.140,00 0,00 0,00 0,00 9.208.278.140,00
5 06 |1 04 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 4.791.951.999,00 501.018.891,00 0,00 0,00 5.292.970.890,00
6 KESEHATAN
6 07 |1 02 | Kesehatan 41.072.647.808,00 12.664.432.513,00 0,00 0,00 53.737.080.321,00
6 07 | 2 14 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3.884.486.900,00 0,00 0,00 0,00 3.884.486.900,00
7 PARIWISATA
7 08 |3 26 | Pariwisata 419.776.000,00 0,00 0,00 0,00 419.776.000,00
8 PENDIDIKAN
8 10 | 1 01 | Pendidikan 18.556.063.640,00 37.724.448.858,00 0,00 0,00 56.280.512.498,00
8 10 | 2 19 | Kepemudaan dan Olahraga 2.130.239.570,00 2.725.316.999,00 0,00 0,00 4.855.556.569,00
8 10 | 2 22 | Kebudayaan 1.817.729.473,00 1.067.133.500,00 0,00 0,00 2.884.862.973,00
8 10 | 2 23 | Perpustakaan 658.611.520,00 19.080.585,00 0,00 0,00 677.692.105,00
9 PERLINDUNGAN SOSIAL
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Kelompok Belanja

Kode Uraian Jumlah
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
9 11 |1 | 06 | Sosial 319.431.500,00 0,00 0,00 0,00 319.431.500,00
9 11 | 2 08 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.202.116.860,00 49.834.000,00 0,00 0,00 1.251.950.860,00
9 11 | 3 | 32 | Transmigrasi 15.190.000,00 0,00 0,00 0,00 15.190.000,00
TOTAL 731.843.715.958,66 119.799.959.375,34 3.260.000.000,00 111.772.858.457,00 966.676.533.791,00

SIPD-RI : dicetak pada 2025-01-13 13:56:33

Halaman 4




